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: BUPATI PACITAN
I

: bahwa untuk melaksanakar ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-

-undang + Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembangunan
‘Daerah, dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 4 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 - 2011,
perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pacitan Tahun'2007 dengan menetapkan dalam Peraturan
Bupatl Pacitan.
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: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47’
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) ;

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
~ Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negera Republik
.Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 4386) ; :

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

r : .
4, Undang-undang  Nomor- 25 Tahun 2004 tentang Sistem
- Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone5|a Nomor 4421) ;

5. Undang—undang Nomor 32 Tahun-2004 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Nega-a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, :-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Per etapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nemor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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| fnenjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoﬂnesia Nomor 4548);

Undang-undang  Nomor 33  Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, (Lembaran Nega-a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438)'

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) ;

i
Peraturan Pemerintah Ncmor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000, Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republnk Indonesia Nomor 4027) ; .

Pera_turan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;

Peraturan Pemerintah Ncmor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

i
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 — 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);

Perafuran Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2007 ;

Peraturan Menleri Daiarr Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
: .

Peraturan Menteri Dalar Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Ariggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 - 2008 (Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomoer 3 Seri E) ;

Peraturan Daérah Kabupaten 'Pacitan Nomor 8 Tahun 1994
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan ,
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Mehetapkan:

19.

20.

P U T T

t
Peraturan Daerah Kabipaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006
tentagng Perencanaan Perabangunan Daerah ;

Peréturan Daerah KabLpaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 — 2011,

MEMUTUSKAN

!
{
i

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2007

i

> . .

Pasal 1

i
4

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
i

1.

Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

Bupéti, adalah Bupati Pacitan ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur
- penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

! ' _ :
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;

Rent{ana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2006 ~ 2011 yarg eelanjutnya disingkat RPJMD, adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periods 5 (lima) tahun ;.

L

Rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen

- perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;

(1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategie
SKPD (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periods 5 (lima) tahun ;

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
(Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periods 1 (satu) tahun.

i
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1 Pasal 2

RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2007, merupakan dokumen
perencanaan tahunan daerah eebagai penjabaran Peraturan

- Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pacitan Tahun 2006 - 2011,

i



P L

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung .
mulai tanggal 1 Januan 2007 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2007 .,

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi progrom
_ pnontas dan kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan
pemenntahan Kabupaten Pacitan tahun 2007.

; Pasal 3
(1) RKPD Kabupaten Pamtan tahun 2007 disusun dengan S|stemat|ka
penullsan sebagai benkut

‘BA B I : PENDAHULUAN.
BABII : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BAB Il : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.
BAB V : RINGKASAN PENDANAAN

BAB VI . :PENUTUP.

(2) Uraian secara rincl RKPD Kabupaten Pacitan . Tahun 2007
~ sebagaimana tercantum dalam lamplran yang tidak terplsahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

4
I

RKPD Kabupalen Pacitan Tahun 2007 sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) pasal 3 digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam
menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan RAPBD Tahun
Anggaran 2007 ;

b. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2007.

i
K Pasal 5
Peratur::{n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkén.

Agar sétiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumén
Peraturan Bupati ini dalam Be-ita Daerah Kabupaten Pacitan. '

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : Z0November 2006
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